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KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
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TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAII I(ABUPATEN MESUJI
TENTANG PERTAI{(X}UNGJAtrIABAN PELAKSANAAN ANGGARAI{
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANq}ARAN 2023

DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI MESUJI TEI{TANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAtrIABAN PELAITSANAAN AN(N}ARAN

PEITDAPATAN DAN BELANJA DA"ERAH
TAHUN ANG(}ARAN 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca Surat Bupati Mesuji Nomor: 9OO.l.6 I 4l5l lV.Ol I MSJ I 2024
tanggal 2 Juli 2024 Perihal Penyampaian Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan
Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023, ditetapkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanj a Daerah, sebelum ditetapkan
disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan
Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan
Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O23;
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Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Cl4 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik
Indonesia'lahun 2023 lttromor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 68a1);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7I Tahun 2OlO tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5165);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2OL7 tentang
Fembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 73. Tambahan Lembaran
Nesara Reprrhrlik Indonesia Nomor 6Oa1);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2Ol8 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 622il;

.5. Perahrran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentans
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 63221;

6. Peraturan Menteri Dalarn i'legeri Nomor 64 Tahun 2073
tentang Peneraoan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah fBerita Nesara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor A25);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertangungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Dererah tentans Perrjahraran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol7 Nornor 450);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2A2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
/Berita Nesara Reoublik Tndonesia Tahun 2O2O Nomor
7781);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021
tentang Perat.uran Pelaksanaan Peraturan Penterintah
Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Rrsat
(Rerita Negara Renr:hlik Indonesia Tahun 2021 Nomor
3e7);
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MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAI{ PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN RELANJA DAERAH TAHI.'N AI.IGGARAN
2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI MESUJI
TENTANG PENJABARAN FERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji

D^-+^-^^,,- -:^.-,.-L^- D^l^1-^^-^^- A ^ -^^-^^LvrrLarr6 r \-r La1165u1r6Ja w a ualr ntr66arorr

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan
Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran
Pertalggungjawaban Pelaksa.naan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
Bupati ivlesuji bersama DPxD Kabupaten Mesuji segera
melakukan penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana
dimaksud Diktum Kesatu dan menetapkan Rancangan
Peraturan Daeiah Kabupaten Mesuji tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan
Daerah setelah memperoleh Nomor Register Peraturan
Daerah dari Gubernur, dan tsupati menetapkan Rancangan
Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan
Bupati Mesuji paling lanna 7 (tujuh) hari terhitung sejak
diterimanya Keputusan ini.
Dalam hal evahrasi sebasaimana dimaksud Diktum Kesatrt
tidak dirindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD Kabupaten
Mesuji, dan Bupati Mesrrji menetapkan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Be)anja Daerah Tahun Anggaran
2023 rrrenladi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan
Bupati Mesr-rji tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
D^l^1.-^-..^- A-,'^^-a- D--.1^^a+aa r^- D-l^'ei^ l-1rlal"o1"

Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Bupati Mesuji,
Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri,
untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana
Transfer Umum sesuai dengatt ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Bupati Mesuji segera menyatnpaikan Peraturan Daerah
Kabupaten Mesuji tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Tahun Anggaran
2023 dan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Peiaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada Menteri
Dalam Negeri dan Gubernur I-ampung paling lama 7 (tujuh)
hari setelah ditetapkan.
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Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya.

F)itetapkan di Teluktretr:ng
pada tanggal \b Ju\i 2024
Pj.

Teebusan:
1. Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia;
2. Menteri Keuangan Republik tndonesia;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik lndonesia PerlvEkilan Proyinsi L€apung;
4. lnspel.hrr Provinsi lampung;
5. Pi.mpinsn DPRD Kabuparen Mesuji;
6. Kepala Biro HukuE Seldetariat Daelah Ploeinsi lannpung.

UDIN



LAMPIRAi\]
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NoMoR : G I 4O3 lvLo2 / F{KI 2024
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MESUJI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PEI,AKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023 DAN FIANCANGAN PERATURAN BUPATI
MESUJI TENTANG PENJABARAN PERTANGGIJNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PEI\DAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

HASIL EVALTIASI RANCANGAN PERATURAN DAERAII
KABUPATEN MESUJI TENTANG PERTANGGUNG.IAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAII
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN

BUPATI MESUJI TENTANG PENJABARAN PER.TANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

I. EVALUASIKONSISTENSI
Terdapat ketidakseslraian antara pagu dan struktur Rancangan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Cengan Peraturan
Bupati Nomor 35 'l'ahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati Nomor 22 Tahttn 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, antara lain:

Kode Rek Uraian Uraian

Perbup No 35 Tahun 2023 ttg Perubahan I(edua Atas
Perbup No 22 Tahun 2023

P2 APBD TA2023

Jumlah Pagu Kode Rek Jumlah Pagu

4.1.04. 15

o4

Pendapatan dari
Pengembalian
kelebihan
Pembayaran
Peqalanan Dinas

0,00

4.2.0t.01
01.0002

DBH PPh Pasal 21 3.534.572.000,00
4.2.01.01
01.0002

DBH PPh Pasal 21 3.690.047.000,00

4.2.Ot.O1
01.0003

DBH PPh Pasal 25
dan Pasal 29 I
WPOPDN

l55.475.000,00

4.2.01.01
03.0001

4.2.0t.01
o3.o002

DAI( Fisik-Biriang
Pendidikan
Reguler PAUD

DAK Fisik-Bidang
Pendidikan
Reguler-SD

s66,620.000,00

11.602.616.000,00
4.2.0L.01
03.0002

DAK Fisik-Bidang
Pendidikan
Regrrler-SD

12.169.236.000,00

4.2.Ot.02
Dana Insentif
Daerah (DID)

17.820.451.000,00

4.2.O1.06 Insentif Fiskal 17.820.451.000,00

Belanja Tunjangan
Beras ASN

4.642.334.600,OO
s.1.01.01
06

Belanja Tunjangan
Beras ASN

8.64t.734.600,OO
s.1.01.01
06

5. 1.01 .0 1

06.000 i
Belanja Tunjangan
Beras PNS

6.52t.249.644 ,00
5.1 01.01
06.0001

Belanja Tunjangan
Beras PNS

6.520 .649 .644 ,00

5.1.01.01
08

Belanja
Penrbulatan Gaji
ASN

2.264.O94,00
Belanja
Pembulatan Gaji
ASN

5.1.01.01
o8

2.263.894,0O

Belanja Barang
dan Jasa

273.818.809.813,00 5.1.02
Belanja Barang
dan Jasa

274.O59.509.813,005.1.o2

53.864.345.538,005.1.02.01 Belania Barang 53.(r23.645.538,00 5.1.02.01 Belanja Barang
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Belanja Barang
untuk Dijua.t/
Diserahkan pada

5.r.o2.o2
o4

Belanja Sewa
Peralatan dan

s.t.o2.o2
04.ot32

Beianja Sewa
Pera-latal Studio
Audio

5.r.02 02
07

Belanja Sewa Aset
Tetap Lainnya

Belanja Barang
untuk Dijual/
Diserahkan kepada
Masyarakat

12.409.508.900,00

i 0.20:).99'7.840,00
5.t.o2.o2
o4

Belanja Sewa
Peralatan dan
Mesin

to.o97 .997 .840 ,OO

108.000.000,00

438.225.000,00 546.225.000,00

5.t.02.02
07.0013

Belalja Sewa
Audio Visual

304.375.000,00
5.1.O2.02
07.00 i3

Belanja Sewa
,\udio Visual

412.375.000,00

5.1.02.05
01

Relanja Uang yang
diherika-a kepaf r
Pihak Ketiga/
Pihak Lainl
Masyarakat

122.1s5.000,00

Belanja Uang yalg
iherikan kepacln
Pihak Ketiga/
Pihak Lain/
Masyarakat

286. 155.000,00

5.1.02.05
01.0001

Belanja Hadiah
yang bersifat
Perlombaan

77.750.000,00

Belanja Jasa yang
Diberikan kepada
PlhaLKe1g4.l
Pihak Lain/

1 6?5 33q 500 00

5.1.02.05
01.0001

Belanja Hadiah
yang bersifat
Perlombaan

241.750.000,00

5.1.02.05.
o2

5.1.02.05
o2

Belanja Jasa yang
Diberikan kepada
Piha! Ketiga-l
Pihak Lainl
Masyarakat

1 461 33q son OO

423.339.500,005. i.02.05.
02.0001

] eelanja Jasayang
I Diberikan kepada
] Pilrrf. Ketiga/

Pihak Lain

587.339.500,00

32,072.172.082,00

5. i.02.05
02.0001

Belanja Jasa yang
Diberikan kepada
Pihak Ketiga/
Pihak Lain

5. i.05 Belanja Hibah 5.1.05 Belanja Hibah 31.83r.472.082,O0

5.1.05.05

Beian1a Hibah
kepada Badan,
Lembaga,
organisasi
Kemasyarakatan

lrang Berbadan
Hukum Indonesia

r0.479.525.000,00

Beizurja Hibah
kepada Badan,
Lcmbaga,
organisasi
Kemasyarakatan
yang Berbadan
Hukum Indonesia

10.238.825.000,00

5. i.05.05.
03

Belanja Hibah
Badan dan
Lcrnbaga i.irliaba,
Sukareia Bersifat
Sosial
Kemas5,alakglan

1 .443.700.000,00
c. r.uo.uo
03

Belanja t{ibah
Badan darr
Lerubaga iiiriaba,
Sukarela Bersifat
Sosial
Kemasyarakatan

1.203.000.000,00

5.1.05.05.
03.
0001

Beianja Hibah
Ualg kepada
Badan dan
Lembaga nirlaba,
Sukarela Bersifat
Susiai
Kemasyarakatan
Belanja Hibah
Barang kepada
Badan dan
kmbag- nirlaba.
Sukarela BersiJat
Sos;.al

Kemasyarakatan

978.000.000,00
5.1.05.05
03.0001

Belanja Hibah
Uang kepada
Badan darr

Lembaga nirlaba,
Sukarela Bersifat
Susiui
Kernasyarakatan

1.203.000.000,00

5. 1.05.05
03.
0002

465.700.000,00

5.2.02
tscialja iviutiai
Peralataa dan
l,4esin

34.285.984.464 ,00 5.2.C2
tscialja iviodai
Peralatan dan
Mesin

33.726.144.638,00

5.2.02.88
Belanja Modal
Peralatan dart
Mesin BOS

2.721.608.800,00

5.2.O2.99
Belanja Modal
Pera-latal dan
Mesin BLUD

5.32t .225 .214 ,OO

25.360.'./91.833,00 5.2.03
Beianja Moriai
Gedung dan
Bangunan

25.920.631.659,00
Beianja Modai
Gedung dan5.2.03

lr.t.ur.or.
I or. ooss

I

I

I s. r.02.0s.

lo'

I

r2.168.808 e0.,.' | 3;i33;T
I

I

Belanja Sewa Aset I

Tetap Lainnya 
I

5.1.O2.02.
o7

5. 1.05.05

I

I I

I
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576.036.269,OO

q , n< nq

6. 1.01 .08.
01

Beianja Modal
Tanamal

Sisa lebih
Perhitungan
Anggaran BLUD

7.022.494.639,OO
6. i.01.08
01

Sisa lebih
Perhitungan 8.022.494.639,00

BLUD

Berdasarkan ha1-hal sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten
Mesu.li agar me nyesuaikan Rancangau Peraturan Bupati tentang
Pertanggungjarvaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 sesuai dengatr pagu dan struktur anggararr
yang tercantum pada Peraturan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023
tentang Peruba"han Keci.ua atas Peraturan Bupati i'{omor 22 Ta'nun 2023
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023.

il. EVALUASI KTBIJAKAIY
2.L REALISASI PENDAPATAN DAERAH

Realisasi Total Penriaoatan Daerah Tahun Anssaran 2023 setresar
Rp847.621.359.522,84 atau setara dengan 98,57o/o dari yang
dianggarkan sebesar Rp853.8 32.34O.314,OO dengan rincian sebagai
berikut:
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023
sebesar Rp79.381.978.372.84 atau setara dengan lO2.lOo/o.
lebih besar dari target yang dianggarkan daiam Anggaran
Pendapatan dalr Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yaitu
sebesar Rp77 .7 47 .7 22.619,00.
Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan pada
Tahun Anggaran 2023 tersebut lebih besar dari realisasi
Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022, dimana realisasi
Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar
Rp69.568.345.379,18.
Anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran
2023 adalah sebagai berikut:
1) Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Paiak Daerah Tahun Anggaran 2023
sebesar Rp26. L4O.9'71. 104,00 atau setara dengan 98,lIVo,
lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar
Rp26.645.700.000,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun

Belanja Modal
Rangunan Menara

s.2.03.99 1,135.876,095,00

5.054.801.200,00
l

5.2.05.88 5.054.801.200,00

6. 1 .01.05
Penghematan
Beianja

3'2.931.670.756,OO 6.1.01.05

Belanja Modal
Gedung dan

_9e1s"g! E!uq_

Belanja Modal
Aset Tetap

-Le-l:e e9!--
Penghematan
Belanja

31.931.670.756,00

Penghematan
Belanja-Belania
Opcrasi

6.1.01.05
01

Penghematan
Belanja-Beianja
Operasi

30.931.670.756,00
6. 1.01.05
0l 29.93t.670.756,00

6.1.01.05
01.0001

Pengirernaran
Belanja Pegawai
Gali dan
Tunjangan ASN

10.99r"9 1s.730,00

PerIgilernatarl
tselalja Pegarvar

Gaji dan
Tunjangan ASN

i 1.997.915.730,006.1.01.05
01.0001

7 .886.126 .227 ,00 6.1.01.08
Sisa Belanja
Lainnya

8.886.126.227 ,OO6.1.01.08
Sisa Belanja
Lainnya

5.2.03.03.
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terakhir Anggara"n dan ReaLisasi Pendapatan Pajak Daerah
adaiah sebagairnana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tah-rn Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

1 c 3 4
2019 10.330.000.000,00 11.578.664.204,O3 ll2,o9
2020 i5.699,800.000,00 20.226.693.812,00 I 128,83
2027 20.209.800.000,00
2022 22.405.800.000,00

22.175.679.082,50 709,73
24.144.167 .255,OO 707,76

2023 26.645,700.000,00 26.140.971.104,00 98,1 I

2l Retribusi Daerah
Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran
2023 sebesar Rp2. 16-s. 87 4 .832,00 atau setara dengan
28.99o/o lebih keciL dari target yang dianggarkan sebesar
Rp7.471.102.000,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun
terakhir Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi
Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai
berikut:

Tahun Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1
a )

l
3 4

2079 9.199.947.295,00
2.846.136. 120,00

7.331 .167 .322,00 79,69
2020 2.365.687. i36,00 83,72

1.676.923.841,00
2.085.916.849,00

25,93
37,92

2.165.874.832,00

202r
2022

6.467 .0O0.000,00
6.534.364.000,00

2023 7 .471. 102.000,00 28,99

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah. Yang Dipisahkan
Realisasi pendapa.tan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 sebesar
Rp2.970.388.500,27 atau setara dengan 100,00% dari target
yang dianggarkan sebesar Rp2.97O.388.500,27.
Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan
Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan adalah sebagaimana tercantum dalam tabel
sebagai berikut:
Tahun Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) o/o

1 2

r.606.943.093. 19

3

2019 1.606.943.093,19 100,00
2020
2021

1.763.531.580,00 1.736.531.580,33 98,47
2.O01.780.463,00 2.001.780.463,00 100,00

2022 2.800.000.000,001 2.20s.612.448,25 98,91.
2.970.388.500,27 100,002023 2.970.388.500,27

4\ Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun
Anggaran 2023 sebesar Rp48.104.743.936,57 atau setara
dengan 118,31%, lebih besar dari target yang dianggarkan
sebesar Rp40.660.532.119,00. Berdasarkan data 5 (lima)
tahun terakhir Anggaran clan Realisasi Pendapatan Lain-lain

i

I

I

%
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Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah sebagairnana
tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun Anggaran (Rp)

2

Realisasi (Rp) %

1 3 4
an1r) aa ,.t.a ozc croo nn I o< 1na ooa /reo <o2a.v!v.7, v.euurvv 

I 
av..rvv,uuv.a9-rvv 11r1 an

2020 25,639 .820.62t ,89 26.229.398.032,42 102,30

2021 32.874.161.583,0C 3 1 . 135.006.300,84 94,7 L

117,142022 34.632.341.060,00

40.660.532.1i9,00

40.568.648.826,93

2023 48.104.743.936,57 1 18,3 1

h. Pendanatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar
Rp762.173.875.952,00 atau setara dengan 98,22o/o lebih kecil
dari target yang dianggarkan sebesar Rp775.981.873.695,00.
Realisasi Pendapatan Transfer sebagai berikut:
1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terealisasi sebesar

R1:7A5.721.927.A3O,00 alau sclara tierrgarr i0o,05?'o, iebiir
besar dari target yang dianggarkan sebesar
Rp705.356.856.469,00 dengan rincian sebagai berikut:

a) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil terealisasi
sebesar Rp36.675.525.640,00 atau setara dengan
L3O,9Oo/o, lebih besar dari target yang dianggarkan
sebesar Rp2s.0 | / .' /'2' /.U4U,U0;

b) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum terealisasi
sebesar Rpa18.941.906.000,00 atau setara dengan
lOO,OOo/o sama dengan target yang dianggarkan sebesar
Rp4 18.94 1.906.000,00;

c) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK)

Fisik terealisasi sebesar Rp45.721.319.860,00 atau
setara dengan 97,38o/o, lebih kecil dari target yang
dianggarkan sebesar Rp46.949. 1 58.000,00;

d) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non
Fisik terealisasi sebesar Rp95.055.376.530,00 atau
setara dengan 93,08% lebih kecil dari target yang
dianggarkan sebesar Rp 102. 12O.266.429,OO;

e) Dana Insentif Daerah (DID) terealisasi sebesar
Rp17.820.451.000,00 atau setara dengan 100,00% sama
dengan target yang dianggarkan sebesar
Rp 17.820.451.000,00;

t) Dana Desa terealisasi sebesar Rp91.507.348.000,00 atau

setara dengan 100,00% sama dengan target yang
dianggarkan sebesar Rp9 1.507.348.000,00.

2) Pendapatan Transfer Antar Daerah, berupa Pendapatan Bagi
Hasi1, terealisasi sebesar Rp56.451.948.922,00 atau setara
dengan 79,93o/o lebih kecil dari target yang dianggarkan
sebesar Ro7O.625 .O1 7 .226.OO.

I
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Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Realisasi Lain-Iain Perrdapatan Daerah Yang Sah Tahun
Anggaran 2023 sebesar Rp65.505.198,00 atau setara dengan
63,760/o, lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar
Rp102.744.OO0,00. Rincian anggaran dan realisasi Lain-lain
Pendapatan Daerah Yang Sah tersebut adalah sebagai berikut:
1) Pendapatan hibah terealisasi sebesar Rp12.015.000,00 atau

setara dengan 1 1,81%, lebih kecil dari target yang
dianggarkan sebesar Rp 1 0 1. 744.000,00;

2) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan
Perundans-undangan terealisasi sebesar Rp53.490.198,00
atau setara derrgaa 5349,02% iebih besar dari target yang
dianggarkan sebesar Rp1.000.000,00.

2.2 HASIL EVALUASI REALISASI PEITDAPATA}I DAERAH
a. Terdapat realisasi pendapatan lebih besar dari yang

dianggarkan, ya itu pada:
1) Dinas Kesehatan

Pendapatan dari Lain-1ain PAD Yang Sah Sub Rincian objek
Pendapatan BLUD kode rekening 4.1.4.16.01.0001 terea.lisasi
sebesar Rp34.764.4O7,00 setara dengaa 113,47% dai yang
dianggarkan sebesar Rp30.637.512. 1 19,00.

2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
a) Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah rincian objek Hasil

Penjualan Peralatan dan Mesin Sub Rincian objek Hasil
Penjualan ALat Angkutan kode rekening
4.1.O4.O1.O2.0002 terealisasi sebesar Rp826.O35.000,0O
setara dengan 727,OBYo dari yang dianggarkan sebesar
Rp650.000.000,00;

b) Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah dari Jasa Giro Sub
Rincian objek Jasa Giro pada Kas Daerah kode rekening
,1. 1 .04.05.01 .0001 terealisasi sebesar Rp 1 .985.093.955,00
setara dengan 747,79o/o dari yang dianggarkan sebesar
Rp 1.400.000.000,00;

c) Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah dari Jasa Giro Sub
Rincian objek Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP kode
rekening 4. 1.4.05.05.0O01 terealisasi sebesar
Rp916.377,00 setara dengan 329,630/o dari yang

dianggarkan sebesar Rp278.000,00;
d) Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah dari Penerimaan atas

Trrntrrtan Ganti Kenrgjan Kerrangan T)aerah Suh Rincien
objek Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai

Negeri Bukan Beirdahara atau Pejabat Lainnya kode
reke ning 4 .1 .4 .O9 .O2.OO01 terealisasi sebesar
Rp9.095.687.O24,OO atau setara dengan 729,94ok dari
yang dianggarkan sebesar Rp7.000.000.000,00;

e) Pendanatan Lain-Lain PAD Yans Sah Suh Rincian ohjek
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Gaji dan tunjangan kode rekening 4.1.04.15.03.0001

C



terealisasi sebesar Rp238.923.546,00 atau setara dengan
23.892,350/" dari yang dianggarkan sebesar
Rp 1.000.000,00;

f) Pendapatan Transfer - Dana Perimbangan dengan rincian
obiek Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil (DBH) Sub
Rincian objek Dana Bagi hasil (DBH) PPH Pasal 21 kode
rekening 4.2.01.01.01.0002 terealisasi sebesar
Rp4.022.C03.735,00 atau setara dengan 1.13,79o/o dari
yang dianggarkan sebesar Rp3.534.572.000,00;

g) Pendapatan Transfer - Dala Perimbangan dengan
rincian objek Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
(DBH) Sub Rincian objek Dana Bagi hasil (DBH) PPH
Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN kode rekening
4.2.O1.O1..O1.0003 terealisasi sebesar Rp174.326.991,00
atau setara dengan 112,13Vo dari yang dianggarkan
sebesar Rp 1 55.475.000,00;

h) Penclapatan Transter - Dana Perimbangarr dengan rincian
objek Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasii (DBH) Sub
Rincian objek Dana Bagi hasil (DBH) Sumber Daya ALam
(SDA) Kehutanan - Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
kode rekening 4.2.01.01.01.0010 terealisasi sebesar
Rp9.867.068.583,00 atau setara dengan 845,15% dari
vang dianooarkan selresar Rp l . 1 67.498.583.OO:

i) Penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
rincian Objek Pendapatan dari Pengembaiian Hibah
Sub Rincian objek Pendapatan atas Pengembalian Hibah
pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan
yarig berbadan hukum Indonesia kode rekening
4.3.03,0'1 .O2-OOO.5 terealisasi setresar Rp.52.474.36O,OO
afau setara 7o.494,87o/o dari yang dianggarkan sebesar
RpS00,000,00;

j) Penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
rincian Objek Pendapatan dari Pengembaiian Hibah
Sub Rincian objek Pendapatan atas Pengembalian Hibah
Bantuan Keuangan oada Partai Politik kode rekening
4.3.03.01.02.0006 terealisasi sebesar Rp1.015.836,00
atau setara 2O3,l7o/o dari yang dianggarkan sebesar
Rp500.000,00.

3) Badan Pendapatan Daerah
a) Pendapatan Pajak Daerah Rirrcian Objek Pajak Reklame

Sub Rincian objek Pajak Reklame Kain kode rekening
4.1.1.09.02.0001 terealisasi sebesar Rp13.827.015,00
setara dengan 138,27o/o dari yang dianggarkan sebesar
Rp 10.000.000,00;

b) Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah Sub Rincian objek
Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/
Megatron /Videotron kode rekening 4.1 .O4.12.09-OOOl
terealisasi sebesar Rp1.519.500,00 setara dengan
759,75% dari yang dianggarlian sebesar Rp200.000,00;

10
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c) Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah Sub Rincian objek
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah kode rekening
4.1.O4.12.12.OOO1 terealisasi sebesar Rp4.027.491,00
setara dengan 4.O27,49o/o dari yang dianggarkan sebesar
Rp100.000,00;

d) Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah Sub Rincian objek
Pendapatan Denda PBBP2 kode rekening
4.1.O4.12.15.O001 terealisasi sebesar Rp60.247.605,00
setara dengan 60.247.670A dari yang dianggarkan sebesar
Rp100.000,00.

b. Terdapat reaiisasi pendapatan lebih kecil dari yang dianggarkan
paoa:

1) Dinas Pekerjaan Umum dar: Penataan Ruang
a) Pendapatan Retribusi Jasa Usaha rincian Objek

Pemakaian Kekayaan Daerah Sub Rincian objek
Retribusi Pemakaian KenCaraan Bermotor kode rekening
4.1.2.O2..O1.0006 terealisasi sebesar Rp74.881.304,OO

atau setara dengan 3,74oh darr yang dianggarkan sebesar
Rp2.000.000.000,00;

b) Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu ciengan rincian
objek Retribusi Izin Mendirikan Bangr.rnan kode rekening
4. i 0.2. 03.0 1.000 1 terealisasi sebesar Rp 1 62.606.639,00
setara denoan 14.950/" dari vans dianggarkan setlesar
Rp 1.088.000.000,00.

1) Dinas Penrmahan dan Kawasan Pemukiman
Pendapatan Retribusi Jasa Usaha rincian objek Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah Sub Rincian objek Retribusi
Penyewaan Bangunan kode rekening 4.I.2.02.01.0002
tereaiisasi sehesar Rp94.OO8.233,OO setara densan 37,3Oo/"

dari yang dianggarlian sebesar Rp252.000.000,00.

2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan
1) Pendapatan Retribusi Jasa Umum rincian objek Retribusi

Pelayanan Pasar Sub Rincian objek Retribusi Kios kode
rekenins 4-1 .2.O1.05.0003 terealisasi sehesar
Rp212.218.000,00 setara dengan 64,31% dari yang
dianggarkan sebesar Rp330.000.000,00;

2) PenCapatan Retribusi Jasa Usaha rincian objek
Retribusi Pasar grosir dan atau Pertokoan Sub Rincian
objek Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/ Pertokoan
vano Dikontrakkan kode rekening 4.1 .2.O2.O2.OOO2
terealisasi sebesar Rp579.131.552,OO setara dengan
57,91o/o dari yang dianggarkan sebesar
Rp 1.0t10.000.000,00.

3) Dinas Perr,uda, Olahraga dan Pariwisata
Pendapatan Retr ibusi Jasa. Usaha rincian objek Retribusi
Tempat Rekreasi dan C)lahraga Sub Rincian otrjek Retribusi
Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga kode rekening
4.1,.2.02.O9.OOO1 terealisasi sebesar Rp586.617.000,00
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setara dengan 24,96Vo dari yang dianggarkan sebesar
Rp2.35O.OOO.OOO,OO.

4) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
a) Penerimaan Atas Lain-lain PAD Yang Sah - Jasa Giro

de-nsan rincian ohjek ,Iasa Giro pada Kas daerah Sub
Rincian objek objek Jasa Giro pada Kas di Bendahara
kode rekening 4.1.4.05.02.0001 terealisasi sebesar
Rp34.777.089,00 atau setara dengan 69,55o/o dari yang
dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00;

b) Penerimaan Lain-1ain PAD Yang Sah - Jasa Giro dengan
Srrb Rinciarr obiek ol-rjek ,Iasa Giro nada Rekening l)ana
BOS kode rekening 4.1.4.05.04.0001 terealisasi sebesar
Rp6.9i6.8E3,00 atau setara dengan 69,17o/o dari yang
dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00;

c) Dana Perirnbangan dengan rincian objek Dana
Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
Si:tr Rincian Objek DAK Non Fisik ROKKR-ROK
kode rekening 4 .2.1 .Ol .04 .01ll terealisasi sebesar
Rp12.9O6.4O2.680,00 atau setara dengan 68,09%, dati
yang dianggarkan sebesar Rp i 8.955. 547.000,00;

d) Dana Perimbangan dengan rincian objek Da:ra Transfer
Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Sub
Rincian Ohjek DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal

kode rekening 4 .2.1 .l .04 .OO2O terealisasi sebesar
Rp2n2.619.520,OO atau setara dengal 64,500/o dari yang
dianggarkan sebesar Rp438.200.000,00;

e) Dana Perimbangan dengan rincian objek Dana Transfer
Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Sub
Rirrcian Ohjek DAK Nor F'isik Dara Pelavanan
Periindungan Perempuan dan Anak kode rekening
4.2.1.1.O4.OO22 terealisasi sebesar Rp270.750.250,00
atau setara dengan 61,700/o dari yang dianggarkan
sebesar Rp438.800. 000,00;

f) Penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
rincian Ohjek Pendapalan Hibah dan Badan f l,ernbasa
Organisasi Luar Negeri kode rekening 4.3.01 .04.02.000 1

terealisasi sebesar Rp12.015.000,00 atau setara dengan
11 ,8lo/o dari l/ang dianggarkan sebesar
Rp101.744.000,00.

5) Badan Pendapatan Daerah
a) Pendsnatan Pajak Daerah Srrh Rincian ohjek Pajak Mofel

kode rekening 4.1.1.06.02.0001 terealisasi sebesar
Rp1.650.O00,00 atau setara dengan 660/o dari yang
dianggarkan sebesar Rp2.500.000,00;

b) Pendapatan Pajak Daerah dari Pajak Hiburan Sub
Rincian objek Pajak Diskotik, Karaoke Klub Malam dan
seienisnva kode rekening 4.1 .O I .O8-O.5-OO0'l terealisasi
sebesar Rp10.9O0.O00,00 atau setara dengan 63,7 Oo/o

dari yang diangga::kan sebesar Rp17. 1i0.875,00;
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c) Pendapatan Pajak Daerah Sub Rincian objek
Paj at Sa.rang Br,rrung Walet kode rekening
4.1.01.13.01.0001 terealisasi sebesar Rp54.135.000,00
atau setara dengan 36,a9o/o dari yang dianggarkan
sebesar Rp1 50.000.000,00;

d) Pendapatan Pajak Daerah Sub Rincian objek BPHTB
Pemberian Hak Baru kode rekening 4.1.1.16.02.000i
terealisasi sebesar Rp329.125.125 atau setara dengan
50,630/o dari yang dianggarkan sebesar
Rp650.000.000,00.

c. Terdapat pendapatan yang dianggarkan namun tidak terealisasi.
pada:

Badan Pendapataa Daerah

a) Lain-Lain PAD Yang Sah Sub Rincian objek
Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Peiaksanaan
Pekerjaan kode rekening 4.1.04.1 1.01.0001 dianggarkan
sebesar Rp2.000..000,00;

b) Lain-Lain PAD Yang Sah Sub Rincian objek Pendapatan
Denda Pajak Hotel kode rekening 4.i.04.12.06.0001
dianggarkan sebesar Rp50O.0OO,0O;

c) Lain-Lain FAD Yang Sah Sub Rincian objek
Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak kode rekening
4. 10.4. 12. 16.O00 1 dianggarkan sebesar Rp 1 00.000,00.

d. Terdapat pendapatan dae:ah yang terealisasi tetapi tidak
dianggalkan, pada:
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

a) Pendapatan dari Lain-lain PA-D Yang Sah - Pendapatan
Bunsa rincian objek Pendapatan Bt:nga Atas Penemoatan
Uang Pemerirrtah Daerah kode rekerring 4.1.04.07.01.0001
terealisasi sebesar Rp90.372.058,00;

b) Pendapatan dari Lain-lain PAD Yang Sah - Pendapatan
Denoa Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan rincian
objek Pendapatan Bunga Atas Penempatan Uang Pemerintah
Daerah kode rekenino 4.1 .O4.O7.O1.OOO1 terealisasi sebesar
Rp23.050.000,00.

c) Pendapatan dari Lain-1ain PAD Yang Sah-Penciapatan
dari Pengembalian Sub Rincian objek Pendapatan dari
Pengembalian .Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa kode rekening
4. 1 .O4. 1 5.04,000 terealisa si setresar Rp95.897.996,OO.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, untuk tahun yang
akan datang Pemerintah Kabupaten Mesuji agar:

a. Lebih cermat dalam memproyeksikan target Pendapatan
Daerah sesr"rai dengan potensi nyata, mengingat Pendapatan
Daerah rnerupakan perkiraan yang terukur dan dapat dicapai
untuk setiap sumber pendapatan serta memiliki kepastian
dan dasar hukum penerimaan,
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sehingga semua belanja yang dianggarkan mempunvai
sumber pendanaan guna meridanai pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai
ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. meningkatkan penerimaan PAD melaiui intensifikasi dan
ekstensifikasi PAD guna mencapai kemandirian daerah yang
menjadi salah satu instrumen {iskal dalam membangun
perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;

c. melakukan perubahan APBD untuk menata anggaran
apabila terdapat perkembangan ),ang tidak sesuai dengan
proyeksi pendapatan daerah, sesuai dengan ketentuan
Pasal 162 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.3 REALISASI BILANJA DAERAH

Realisasi Total Belanja Daerah Tahun Aitggaran 2023 sebesar
Rp861.104.570.553,89 atau setara dengan 95,34o/o dari yang
dianggarkan sebesar Rp903.150.137.297,00 dengan rincian
sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Realisasi Selanja Operasi Tahun Anggaran 2023 sebesar
Rp586.177.549.251,2O atau setara dengan 94,9oo/o dari yang
dianggarkan sebesar Rp622.997.009.47O,O0 dengan rincian
sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp293.269.269.864,00
atau setara dengan 93,O9o/o dari yang dianggarkan sebesar
Rp315.O34.527.575,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun
terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai adalah
sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) o/-
/L

4I 2 3

2019 322,.627 .090.364,88 282.655.183.973,00 87,61

2020 357.0 12.O25.069,34 298.717 .956.s46,OO 83,67

2021

2022

273.798.A54.854,00 248.108.884.063,00 90,62

286.472.628.999,73 270.331.734.219,00 94,37

293.269.269.864,00 93 ) 09

2) Belanja Barang darr Jasa terealisasi sebesar
Rp259.619.861.7O4,2O atau setara dengan 94,81o/o dari
yang dianggarkan sebesar Rp273.818.809.813,00.
Berdasarkan data 5 (iima) tahun terakhir Anggaran dan

2023 | 315.034.527.s7s,00
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Realisasi Belanja Barang dan Jasa adalah sebagaimana
tercantum dalarn tabel sebagai berikut:

Tahun Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) o/o

1 2 I

I
I

3 4

2419 346.197.904.029.29 320.064.754.Lr8.22 92 ,45

2020 359.034.802.3e'1,76 310.570.886.O93,77 86,50

2021 320.810.643.856,00 298.249.169.504,00 92,97

2022 318.005.237 .782,AO 297 .576.486.240,57 93,58

^ca 
t1i or1 0AA 6AzJ).w L).ot) l. I v1 ,zw

(\A 01
a1 ,oLZVZ\) ^-i 

a 10 or'n ()10 nnz I J.O r().O\J:7.O tUrVV

3) Belanja Subsidi tereailisasi sebesar Rp109.693.0OO,OO; atau.
setara dengan 5l,86ok dari yang dianggarkan sebesar
Rp21 1.500 000,00. Berdasarkan data 2 (dua) tahun
terakhir Anssaran dan Realisasi Relanja Subsidi adalah
sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun Anggaran (Rp)

2

o/o

i 3 4
2022 204.400.o00,00 149.614.500,00 73,20
2023 211.500.000,00 109.693.000,00 51,85

Realisasi (Rp)

4) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp31.333. 124.683,00
atau setara dengan 97,7)o/o dari yang dianggarkan sebesar
Rp32.O72.172.082,OO. Berdasarkan data 5 (lima) tahun
terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah adaiah
sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun Anggaran (Rp)

2

Realisasi (Rp)

3

%

1 4
2079 9.176.900.000,00 I e.zso.o5o.ooo,oo I 95,n
2020 13.579,250.000,00 t2.179.150.000,00 89,69
202t t7 .978.323.9C2,00 16.905.764.899,OO 94,03
2022 21.617 .446.813,00 21. 158.699.461,39 97,89
zvzJ JZ.V t Z. L t Z.V6Z,VV I JLJJJ.lZ+.O6J,UU

I
Ylrlv

5) Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar
Rp1.839.600.000,00 atau setara dengan 98,9Ao/o dari yang
dianggarkan sebesar Rp1.860.000.000,00. Berdasarkan
data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja
Bantuan sosiai aciaiah sebagaimana tercanturn ciaiam
tabel sebagai berikut:

Tahun Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) o/o

2 .) 4
2019 2t.o39.700.000,00 20.277 .850.OOO,O0 96,O9
202A 34.863.500.000,00 32.956.900.000,00 94,53
2021 2.784.o3O.000,00 2.764.O74.000,00 99,26
2022 2.t86.400.000,00 2. 137.800.000,00 97,78
2023 1.860,000.000,00 1.839.600.000,00 98,90

1

I
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b. Belanja Viodal

Realisasi Beianja Modal 'l'ahun Anggaran 2023 sebesar
Rp126.058.722.079,59 atau setara dengan 96,740/o dari yang
dianggarkan sebesar Rp130.305.562.707,AO. Berdasarkan
data 5 (lima) tahrrn terakhir Anssaran dan Realisasi Belanja
Modal adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai
berikut:

Tahun Anggaran (Rp)

2

Realisasi (Rp)

1 3 4

IV LY 254.962.839.866,3 i z lc.yJ6.uDy.lDU,zo 66,05

202A 155,6 t6.714.330,37 t44.149.837.274,53

'2021 150.393.524.668,OO r40.377 .168.6 t3,78 93,34

2022 t37 .860.270.L62,O7 72,19

96,74

%

190.973.079.994,00

2023 130.305.56'.2.707 ,OO 726.058.722.O79,69

c. Belanja Tidak Terduga

Realisasi Bela-nja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023
sebesar Rp461.422.650,00 atau setara dengan 48,85% dari
yang dianggarkan sebesar Rp94z-.593.720,00. Dibandingkan
dengan realisasi BeLanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022
sebesar Rp26.139.320,00 penetapan target Belanja Tidak
Terduga Tahun Anggaran 2022 tersebut mengaiami
peningkatan yang cukup signifikan dari Tahun Anggaran
sebelurnnya.

d. Relanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar
Rp148.412.876.573,00 atau seLara dengan 99,670/0 dari yang
dianggarkan sebesar Rp 148.902.97 1.400,00.

Biia. dibandingkan dengan reaiisasi Belanja Transfer
Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp150.154.300.341,00
penetapan target Beianja Tra.nsfer Tahun Anggaran 2022
tersebut mengalami penurunan dari Tahun Anggaran
sebelumnya. Rincia.n lebih lanjut dari Belanja Transfer adalah
sebagai berikut:

1) Belarrja Bagi Hasil terealisasi sebesar Rp2.932.579.683,AO
sclar'a dcngarr 85,96ok tiari yariB tiiarrggar'kan sebesar'
Rp3.41 1.680.200,00;

2) Belanja Bantuan Keuangarr terealisasi sebesar
Rp145.480.296.890,00 setara dengan 99,99o/o dari yang
ciianggarkan sebesar Rp145.49 I.291.200,00.

92,63
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2.4 HASIL EVALUASI REALISASI BELANJA DAERAII

" l:#ff..u;:H;:'rffllnja daerah lebih kecil dari yang

1) Dinas pendidikan dan Kebudayaan
a) Sub Kegiatan Koordinasi dan penyrrsunan Dokumenperubahan RKA_SKPD Kode *.i..rr"* 01.2.O1.03teralisasi "::::* - npZZ.++O.sOO,Oo atau setaradengan Or,?y dari yang alur-gg"rL", sebesarF,p46.432.500.00; -.--.

hl Strh Keoiatan Koordinasi dan penvr
capaian Kinela ;"; ,;;;;.;;"1';",,,,H 

,iiffi;
SKpD Kode Rekening 01.2.01.0; teraiisasi sebesarRpt 4.799.000,00 atau ,.tr." d..,gur-ir,r*y"dari yangdianggarkan sebesar npZZ.SSO.SO-O,OO.2) Dinas Kesehatan

a) Sr:h kesiatan pengelolaan pelavanan Kesehatan Ihr:Bersaiin kode 
-rekenin 

g OZ.Z.OZ.OZ terealisasi sebesarRp I 4 6. Z a2.O 00,, 00 atau setara dengan- S S, I 2yodari yangdianggarkan sebesar Rp266. rsi oo'o.oob) Sub kegiatan pengetoLan p.hy;;;;"K"sehatan 
BayiBaru Lahir kode rekening OZ.Z.OZ.ii'_nnaiisasi sebesarRp48.920.600 00 atau setara dengan iZ,Zoy,dari yangdianggarkarr sebesar Rp2 1 9.988.06;;0ec) sub kegiatan pengel0i,aan e"r"yrr.rr' r"sehatan GiziMasyarakat klde rekening OZ.ZiZ.tS terealisasisebesar Rp666.966.SO0,00 atau seta.a dengan 29,32o/o

. luii yang dianggarkan sebesar Rp2.274.801.000,00;d) Sub keeiatan pengambilan dan'pengiriman SpesimenPenyakit potensial KLB k.' L"bo..toriumRujukan/Nasional kode rekening 02.2.02.28 terealisasi
sebesar Rp4.056.000,00 atau ..L.u d.ngr., 5,95% dariyang ciianggarkan sebesar np6g. i g+.O0O]0O;

e) Sub kegiatan Investigasi Awal f"j.aan Tidakdiharapkan (Keiadian Ikutan pasca t-Lunisasi danPemberiaan Obat Massal) kode rekening 02.2.02.36
terealisasi sebesar Rp2.520.000,00 atau setara dengan8,30% dari yang diaaggarkan sebesar Rp30.360.O00,00.3) Perumahan Rakyat dan Kawasan pemutim'an

Sub Kegiatan penyusunan Rencana tapak liite plan) danDetail Engineering Design (DED) peremajuu.,T l"_rg".".,
Permukiman lirrmuh kode rekening OS.Z.bS.Of terealisasi
sebesar Rp40.643.g5g,r.r. atau seta-ra dengan 50,00% dariyang dianggarkan sebesar 1.. r 18 1 . 2 g7. 4 OO,O".4) Satuan Polisi pamong praja
Sub Kegiatan penvediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan kode rekening O 1.2.06.05 terealisasi sebesarRp11.652.9OO,00 atau setara dengan 49,640/o dari yang
dianggarkan sebesar Rp23.4Z 3.200:OO.
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5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban
Bencana Kabupaten/Kota kode rekening 03.2.03.03
terealisasi sebesar Rp25O.'+41.200,00 atau setara dengan
56,7 7o/o dari yang diairggarkan sebesar Rp44 1 .636. 700,00.

6) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor kode rekening
01.2.06.01 terealisasi sebesar Rp596.00O,OO atau
setara dengan 56,7 6o/ct dari yang dianggarkan sebesar
Rp1.050.000,00;

b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja
Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota kode rekening
O5.2.O2.04 terealisasi sebesar Rp5.891.000,00 atau
setara dengan 30,31% dari yang dianggarkan sebesar
Rp19.434.300,00.

7) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan

Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan
Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota kode rekening 03.2.01.01 terealisasi
sebesar Rp15.800.000,00 atau setara dengan 4l,O3o/o
dari yang dianggarkan sebesar Rp38.510.0OO,00;

b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi
Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan
Kabupaten/Kota kode rekening 03.2.02.02 terealisasi
sebesar Rp16.114.600,00 atau setara dengan 2l,66ok
dari yang dianggarkan sebesar Rp74.402. 000,00 ;

c) Sub Kegiatan Pe:rgembangan Kegiatan Masyarakat
untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan
Kabupaten/Kota kode rekening 04.2.01.03 terealisasi
sebesar Rp14.992.000,00 atau setara dengan 23,Olo/o
dari yang dianggarkan sebesar Rp65. 142.000,00;

d) Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemenntah, Non
Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan
Kabupaten/Kota kode rekening 06.2.01.01 terealisasi
sebesar Rp59.453.497,00 atau setara dengan 59,50%
dari yang dianggarkan sebesar Rp99.250.5O0,0O;

e) Sub Kegiatan Koordinasi dar, Sinkronisasi Pencegahan
Kekerasan Terhaciap Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota kode rekening 07.2.01.O2 terealisasi
sebesar Rpl8.8O0.000.00 atau setara dengan 24,48o/o
dari 1'ang dianggarkan sebesar Rp76.790.00O,O0.

8) Dinas Ketahanan Pangan
a) Sub Iiegiatan Penvediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air cian Listrik kode rekening 01 .2.O8.O2 rereaiisasi
sebesar Rp 1 . 136.256,00 atau setara dengan 45,36oh dan
yang dianggarkan sebesar Rp2.505.000,00;
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b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan kode rekening
0i.2.09.01 terealisasi sebesar Rp1.230.915,00 atau
setara dengal 35,68% dari yang dialggarkan sebesar
Rp3.450.000,00.

9) Dinas Lingkungan Hidup
Sub Kcgiatan Penyedian jasa komunikasi surnber daya air
dan listril kode rekening 01.2.08.02 terealisasi sebesar
Rp37.718.226,00 atau setara dengan 41,87oh dari yang
dianggarkan sebesar Rp90.08 1.000,00.

10) Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
a) Sub Kegiatan Penyedian Bahan/material kode rekening

O1.2.06.O7 terealisasi sebesar Rp7.764.OOO,O0 atau
setara dengan 43,5Oo/o dari yang dianggarkan sebesar
Rp 17.847.000,00;

b) Sub Kegiatan pengendaliall program KKBPK kode
rekening 03.2.01.06 tereaiisasi sebesar
Rp7O.81O.900,00 atau setara dengan 54,45o,'o dari yang
dianggarkan sebesar Rp 1 30.057.000,00.

11) Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub kegiatan Perneliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
kode rekening 01 .2, -Oq -06 terealisasi setlesar
Rp2.930.000,00 atau setara dengan 44,53Yo dari yang
dianggarkan sebesar Rp6.580.000,00.

12) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Sub kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Regr-rler dan Pasar
Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
kode rekening 04.2.O2.O3 terealisasi sebesar
Rp1.55.365.000,00 atau setara dengan 58,50% dari yang
dianggarkan sebesar Rp265. 592.650,00.

13) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
a) Suh kegiatan Penvediaan Rahan,/Material kode rekening

O1.2.06.07 terealisasi sebesar Rp14.000.000,00 atau
setara dengan 46,90% dari yang dianggarkan sebesar
Rp29.849.000,00;

b) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan
Pelaksanaan Penanaman Modal kode rekening
05-2-Ol .O2 terea'lisasi sebesar ,Rp 

,137.3413.00O,O0 atau
setara dengan 58,14% dari yang dianggarkan sebesar
Rp236.228.000,00.

i4) Dinas Pernuda, Olahraga dan Pariwisata
Sub kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan kode
rekeaing 03.2 04.O2 terealisasi sebesar Rp246.466.548,OO
atarr setara dengan 33,4Oo dari vans dianssarkan sebesar
Rp738.000.000,00.
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15) Dinas Perpustakaan dan Arsip
a) Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor kode rekening
O1.2.06.01 terealisasi sebesar Rp2.665.O0O,OO atau
setara dengan 39,05o/o dari yang dianggarkan sebesar
Rp6.825.000,0o;

b) Sub kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada
Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta
Masyarakat kode rekening 02.2.O2.O1 terealisasi
sebesar Rp75.294.500,00 atau setara dengan 56,A9%
dari yang dianegarkan sebesar Rp133.525.250.00.

16) Sekretariat Dewan Perwakilan Raicyat Daerah
Sub Kegiatan Pengawasan Perrggunaan Anggaran kode
rekening 02.2.O3.OT terealisasi sebesar Rp42.255.000,00
atau setara dengan 35,30% dari yang dianggarkan sebesar
Rp 1 19.711.000,00.

l7l Badan Kepegawaian dan Penge.mbangan Sumbe_r Daya
Manusia

a) Sub kegiatan Koordinasi dan Fasiiitasi Pengadaan pNS

dan PPPK kode rekening 02.2.01.0A terealisasi sebesar
Rp164.236.825,00 atau setara dengan Sl,4lo/o dari yang
dianggarkan sebesar Rp3 19.447.0O0,O0;

b) Sub kegiatan Pengelolaan Promosi ASN kode rekening
02.2.02.03 tereaiisasi sebesar Rp125.957.000,00 atau
setara dengan 36,73y. dari yang dianggarkan sebesar
Rp342 .927 .OO{J,OO.

18) Kecamatan Pagelaran
ai SuL Xcgialal Fcnycti.iaarr iasa Pcr.aialan tial

Perlengkapan Kantor kode rekening 01.2.08.03
terealisasi sebesar Rp10.395.500,O0 atau setara
dengan 59,76% dari yang dianggarkan sebesar
Rpi7.395.500,00;

b) Sub Kegiatan Peningkatarr Ketahanan Pangan Kelurga
kode rekening 03.2.06.03 terealisasi sebesar
Rp2.612.000,00 atau setara dengan 55,34o/o dari yang
dianggarkan sebesar Rp4.720.000,00.

b. Terdapat belanja daerah yang tidak terealisasi, yaitu pada:

1) DinasKesehatan
Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah kode rekening 01.2. 1 1 .03
dari yang dianggarkan sebesar Rp5. 000. 000,00.

2) Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Materiai kode rekening
01 .2-06.O7 dari vans dianssarken setresar Rp7.O00.OO0,00.



3) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota kcde rekening 03.2.01.02 dari yang
diangga,rkan sebesar Rp7.044.000,0O.

4) Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material kode rekening
O 1 .2,06.07 dari yang dianggarkan sebesar Rp7. 000. 000, 00 ;

5) Sekretariat DPRD

a) Srrh Kesiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi
I(epegawaian kode rekening 01.2.05.03 dari yang
dianggarkar, sebesar Rp3.000.000,00;

b) Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
kode rekening O2.2.O5.O2 dari yang dianggarkan sebesar
Rp31.060.000,00.

6) Inspektorat
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material kode rekening
01,.2.06.07 dari yang dianggarkan sebesar
Rp 17.000.000,00.

c. Terdapat belanja yang melebihi anggaran per sub rincian objek
yaitu pada :

Dinas Kesehatan
Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas rincian objek
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Kode
Rekening 02.2.02.33.5.2.02.05.02.0006 terealisasi sebesar
Rp11.976.000,00 setara dengan lO2,24o/o dari yang dianggarkan
sebesar Rpi 1 .714.0OO.OO.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, untuk tahun yang
akan datang diminta kepada Pemerintah Kabupaten Mesuji:

a. cermat dan rasional dalam merencanakan dan
merealisasikan belanja daerah dengan tetap memperhatikan
kondisi keuangan daerah;

b. melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka
percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan
dalam APBD, dan melakukan monitoring serta evaiuasi
secara periodik terhadap subkegiatan yang dipreciiksi
penyerapannya rendah, agar dapat dialihkan untuk
rlcrrdariai kcgialarr iairr yalig icbiir pr ior i'r"as;

c. tidak melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas
beban APBD apabila anggaran untuk membiayai
pengeluaran tersebut tidak tersedia atau lidak cukup
tersedia, sesuai Pasal 724 ayat (1) Peraturan Pemerir:tah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
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d. menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik
dalam konteks program, kegiatan maupun subkegiatan
untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran
dan efektifitas serta efisiensi penggunaan anggaralt.

e. memanfaatkan perubahan APBD untuk menata anggaran
apabila terdapat pelampauan atau tidak terealisasinya
alokasi belanja daerah. Sesuai Pasal 162 ayat (1) peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

2.5 PEMBIAYAAN
Realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Mesuji
Tahun Anggaran 2023 sebesar Rpa9.3 L7,796.983,49 atau setara
dengan 100,00% dari yang dianggarkan sebesar
Rp49.3 17 .795.983,00 berasal dari penggunaan SILPA.
Pada Tahun Anggaran 2023 tidak terdapat anggaran clan realisasi
pengeluaran pembiayaan.
Berciasar hasii evaiuasi tersebut ciiatas, Pernerintah Kabupaten
Mesuji agar dapat mempertahankan kecerrnatan dalam
memproyeksikan target Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan
sesuai dengan potensi nyata, mengingat Penerimaan Penrbiayaan
merupakan perkiraan yang terukur dan dapat dicapai untuk setiap
sumber Penerimaan Pembiayaan serta memiliki kepastian dan
tiasar irukurn peuer-irnaan, scirirrgga scrrrua beianja daur
pengeluaran pembiayaan yang dianggarkarr mempunyai sumber
pendanaan.

2.6 SILPA
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan (SILPA)
selresar Ro29.834.585.952-44 mengalami oenurunan sebesar
Rp 1 9.483. 2 1 1 . 03 1 ,05 atau setara dengan 39 ,50o/o apabiia
dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp49.317 .796.983,49.
Sedangkan rasio SILPA Tahun Anggaran 2023 terhadap total
anggaran Belanja Daerah sebesar 3,3oo/o lebih kecil dibandingkan
dengan rasio SILPA Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan data 5
(lima) tahun terakhir SILPA adalah sebagaimana tercanturn dalam
tabel sebagai berikut:

Tahun

Rasio
SILPA

terhadap
Total

Anggaran
Belanja
Daerah

'lotal Anggaran
n-1^--i-.DtrlalrJa

SILPA

1 2 3 4
2079 848.833. 109.006, 18 109.176.628.388,6t L2,860/0

757 .t75.74L.634,60 99.4 t2.802.685,66 13,120/0

2021 933.046.479.137 ,OO 71.538.888.423,28 7,660/o

5,05%2022 975.545.333.867 ,73 49.317 .796.983,49
2023 903.150. t37.297,00 29.834.585.952,44 3,30oh

2020
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Berdasarkan data tersebut diatas, untuk tahun yang akan datang
agar dapat lebih mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan
memanfaatkan penghematan belanja daerah sehingga besaran
SILPA pada tahun yang akan datang dapat lebih optimal.

2.7 NERACA
A. ASET
Nilai Aset Pemerintah Kabupaten Mesuji per 31 Desember 2023
sebesar Rp2.O34.220.9 12.357,4O mengalami penurunan sebesar
Rp7.825.410.677,92 atau setara dengan 0,39 % dari nilai aset per
31 Desember 2O22 sebesar Rp2.026.395.507.679,48.
Aset Pemerintah Kabuoaten Mesuji per 31 l)esember 2O23 tersebr.rt
terdiri dari:
1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2023 sebesar
Rp 1 1 1.555.865.97 6,84 terdiri atas:
a. Saldo Kas dan Setara Kas Pemerintah Kabupaten Mesuji

per 3 i Desember 2O23 sehesar Rp29.982.871 .5'73.OO

dengan rincian sebagai berikut:
- Kas di Kas Daerah sebesar Rp21.507.655 .494,811'
- Kas di Bendahara Penerimaan sebesar

Rp.53.175.000,00;
- Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar

Rp14. i04.100.00
- Kas di BLUD sebesar Rp5.502.717.942,37;
- Kas Dana BOS sebesar Rp2a1.706.906,66;
- Kas Dana Kapitasi pada FKTP sebesar

Rp31.131.353,83;
- Kas Dana BOSP sebesar Rp1.441967,00;
- Kas Dana ROK h;skesmas sebesar Rp2.63O.939.8O8.OO

b. Saldo Piutang Pendapatan (sebelum penyisihan) per 31
Desember 2023 sebesar Rp59.801.584.574,73 mengalami
peningkatan sebesar Rp21.352.316.729,31 atau setara
dengan 55,53% dibandingkan Tahun Angg ararr 2022
sebesar Rp38.449.267 .845,42.

c. Saldo Piutan o T,ainrva (sebelum oenvisihanl per 31

Desember 2023 sebesar Rp1.039.739.S39,00.
Berkenaan dengan saldo piutang pada huruf b) dan c),
Kuasa BUD agar melakukan pengelolaan Utang dan
Piutang Daerah serta melakukan penagihan Piutang
Daerah.
I)arr Keoala C)rganisasi Perangkat Daerah selaktr PenEguns
Anggaran agar mengelola Utang dan Piutang Daerah yang
menjadi tanggungjawab Organisasi Perangkat Daerah yang
dipimpinnya sesuai dengan kerentuan pasal 8 Ayat (3)

huruf j dan k dan pasal 10 Ayat (1) huruf i Peraturan
Pemerintah 12 Tahun 2O19 tentang Pengelolaan Keuangan
l)aerah.
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d. Neraca per 31 Desember 2023 terdapat saldo penyisihan
piutang sebesar Rp6.083.776. 1O2,63;

e. Beban dibayar dimuka sebesar Rp2.060.074.625,36;
f. Nilai persediaan per 31 Desember 2023 sebesar

Rp24.755.37 i .367,38 mengalami peningkatan seLresar
Rp2.991.611.726,13 atau setara dengan 13,75o/o
dibandingkan dengan saldo persediaan tahun sebelumnya
per 31 Desember 2022 sebesar Rp21.763.759.641,25.
Terhadap nilai persediaan sebagaimana tersebut di atas,
Pemerintah Kabupaten Mesuji harus melakukan
pengendalian rutin terhadap oeneelolaan persediaan.
terutama pada persediaan yang memiliki sifat dan
karakteristik dapat rusak/ tidak dipergunakan kembali/
kadaluwarsa pada tahun mendatang dan merencanakan
anggaran belanja barang habis pakai dan persediaan
bahan/material sesuai deogan kebutuhan riil dalam
nelaks:naan tr:sas dan fungsi OPD.
Selanjutnya, terhadap persediaan barang yang a1(an

diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, Pemerintah
Kabupaten Mesuii harrs segera mengambil langkah-
langkah untuk melakukan penyerahan barang dengan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tnvestasi ,langka Paniang
Investasi Jangka Pan;ang I'emerintah Kabupaten Mesuji per 31
Desember 2023 sebesar Rp14.223.27 I .620,OO mengalami
peningkatan sebesar Rp82.330.820,00 atau setara dengan
0,58% dibandingl<an dengan nilai investasi jangka Panj ang per
31 Desember 2022 sebesar Rp14.14C.940.800,00 yang berupa:
a. Investasi ,langka Panians Non Permanen berupa Dana

Bergulir dalam bentuk hewan ternak sebesar
Rp2.559.740.040,00;

b. Investasi Jangka Panjang Permanen berupa Penyertaan
Modal pada Pl. Bank Lampung sebesar
Rp1 1.663.531.58O,OO.

[.lnfuk tahr:n 5rang akan defang, Pemerintah Kabr,rpaten Mesuji
melakukan investasi agar berpedoman kepada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah de-n Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik
Daerah.

3. Aset Tetao
Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Mesuji per 3l Desember
2023 sebesar Rp7.897.742.493.339,56 mengalami
peningkatan sebesar Rp879.919.016,59 atau setara dengan
0,05% dibandingkan dengan Aset Tetap per 31 Desember 2022
sebesar Rp 1.896.852. 57 4.322,97 .

Rerdesarkan hal terseLlrt di atas, llntlrk fahrrn vans akan
datang agar Pemerintah Kabupaten Mesuji dapat
meningkatkan pengendalian atas pengelolaan aset tetap,
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mengingat aset tetap digunakan dalam rangka
penyelenggaraan pelayanan publik dan merupakan
kekayaan/ aset Pemerintah Daerah.

4. Aset Lainnya

Aset Leinnva Pemerintah Kahrrnaten Mesrrii ner 3l Desember
2023 sebesar Rp10.699.281 .421,OO mengalami peningkatan
sebesar Rp2..565.449.251,00 atau setara dengan 31,54o/o
dibandingkan dengan Aset Lainnya per 31 Desember 2022
sebesarr Rp8. 133.832. 17O,OO, berupa:

a. Tagihan jangka Panjang berupa Tuntutan Ganti Rugi
scbesar Rp4 i4.5 i2.90C,00;

b. Aset Tak Berwujud sebesar Rp 1.839.538.7O4,OO;

c. Aset Lain-Lain sebesar Rp8.65a.1 15.230,00;

d. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
Rp208.88s.413,00

Berdasarkar, hal tersebut diatas, agar Pemerintah Kabupater
Mesuji dapat melakukan tindak lanjut penyelesaian terhadap
Tagihan jangka Panjang berupa tuntutan Ganti Rugi dan Aset
Lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

B. KEtrIAJIBAN

Jumlah Kewajiban yang tercantum dalam Neraca Pemerintah
Kabupaten Mesuji per 31 Desember 2023 sebesar
Rp14.625. 161 .849,79 bertambah sebesar Rp659.945. 143,1 1

atau setara dengan 4,73ok dibendingkan dengan jumlah
Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar
J\P r 1). )r(-)J. Z 1(). /' J,(JO.

Jumlah Kewajiban tersebut merupakan Kewajiban Jangka
Pendek yang meliputi:

1. Utang Perlritungan Fihak Ketiga (PFI() sebesar
Rp I 48.285.620,56;

2. lltans Relanja sebesar Rp6.586.449,2a2,1 5;

3. Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar
Rp7.89O.426.947,O8.

Berdasarkan data tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten
Mesuji harus segera menyelesaikan seluruh kewajiban
dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
dengan menjadikannya sebagai belanja prioritas dalam
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun
berikutnya.

Dalam pengelolaal utang daerah agar berpedoman kepada
ketentuan Bab V Bagian Kedua Undang-Undang Nomor 1

Ta-hun 2 004 tenta-n g Perbenda-hara-a-n Nega-ra-.
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2.8 LAPORAN OPERASTONAL (LO)
PENDAPATAN-LO
Realisasi Total Pendapatan-LO Pemerintah Kabupaten Mesuji
Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp870.617.598.029,15
mengalami peningkatan sebesar Rp7.704.882.036,40 atau setara
dengan O,89oh dari Total Pendapatan-Lo Tahun Anggaran 2022
sebesar Rp862.912.7 15.992,7 5. Adapun rincian realisasi Total
Pendapatan-(LO) adalah sebagai berikut:
a. Pendapatan Asli Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar

Rp83.191.701.313,15 mengalami kenaikan sebesar
Rp21.881.217.079.41 atau setara dengan 35,69% dari
Pendapatan Asli Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp61.310.484.233,74. Pendapatan Asli Daerah-(LO) tersebut
terdiri dari:
1. Pendapatan Pajak Daerah-(LO) Tahun Angg arcn 2023

sebesar P.p26.7 14 .234 .778,OO mengalami peningkatan
sebesar Rp2.439 .219 .966,OO atau setara densan 1 O.OSo/n

dari Pendapatan Pajak Daerah-(LO) Tahun Anggar an 2022
sebesar Rp24.275.O41.812,00 dan lebih tinggi O,26oh

apabila dibandingkan dengan anggaran pendapatan Paj ak
Daerah-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan
Anggaran Pendanafan dan Belanja Daerah Taht:n Anggaran
2023;

2. Pendapatan Retribusi Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2023
sebesar Rp2.429.386.195,O7 mengalami penun-rnan
sebesar Rp620.995.653,93 atau setara dengan 20,35o/o dari
pendapatan Retribusi Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2022
sebesar Rp3.050.381 .849,00 dan lebih rendah 67 ,48o/"
apabila dibandingkan dengan anggaran pendapatan
Retribusi Daerah-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Mesuji Ncmor 2 Tahun 2O23 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023;

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-(LO)
Tahr-rn Anggaran 2023 sebesar Rp2.970.388.5OO,27
mengalami peningkatan sebesar Rp200.776.052,O2 atau
setara dengan 7,25o/o dari pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-(LO) Tahun Anggaran
2022 sebesar Rp2.769.612.448,25 dan sama dengan
Anpsaran pendapatan Hasil Pengelolaan kekaSraan daerah
yang Dipisahkan- (LR{) yang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Perubahan Anggararr Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggarar 2023,

4. Lain-lain PAD Yang Sah-(LO) Tahun Anggaran 2023
sebesar Rp5'1 .O77.69 1 .83q,8 1 mengalami peningkafan
sebesar RpI9.862.243.715,32 atau setara Cengan 63,630/o

dari Lain-lain PAD Yang Sah-(LO) Tahun Anggaran 2022
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sebesar Rp31.215.448.124,49 dan lebih rendah 25,62%
apabila dibandingkan dengan anggaran Lain-lain PAD
Yang Sah-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
202s.

b. Pendapatan Transfer-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar
Rp780.053.835.521,00 mengalami penurunan sebesar
Rp14.a33.774.833,01 atau setara dengan 1,87o/o dari
Pendapatan Transfer-(LO) Tahun Anggaran- 2022 sebesar
Rp794.Aa7.61O.:154.O1 Pendapatan Transfer-(LO) tersehr:t
terdiri dari:

i) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-
(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp596.649.162.990,00
mengaiami penurunan sebesar Rp3 i.456.563.756,00 atau
setara dengan 5,01% dari pendapatan Transfer Pemerintah
h.rsat-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp62a.fi5.726.746,OO dan lebih rendah 0,10% apabila
dibandingkan dengan anggaran pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan (LRA) yang ditetapkan
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun
'2023 tentatg Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023;

2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya (LO) Tahun
Anggaran 2023 sebesar RpL09.327 .799.000,00 mengalami
peningkatan sebesar Rp9.531.220.541,00 atau setara
dengan 9,88% dari pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-
Lainnya LO Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp96.4O5.483.4OO.OO dan sama dengan ar,ggarAn

pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya (LRA) yang

ditetapkan dalam Peraturan Daerah I(abupaten Mesuji
Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angga.ran 2023;

3) Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah-(LO) Tahun
Anggaran 2O23 sehesar Rp74.076.a73.531 .00 mengalami
penir.gkatan sebesar Rp3.700.473.332,99 atau setara

dengan 5,25Vo dari Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah

Lainnya-(I-O) Tahun Anggaran 2022 sebesar

Rp70.376.400.2O8,O1 dan lebih tinggi 4,89o/o bila
dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer
Pemerintah hrsat Lainnva-(LRA) yang ditetapkan da'lam

Peraturan Daerah Kabupaten lvlesuji Nomor 2 Tahun 2023

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2023.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-(LO) Tahun Anggaran
2023 sebcsar Rp7.372.061.195,00 mengalami peningkatan
sebesar Rp657.439.790,00 atau setara denoan 9,79o/"
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dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-(LO) Tahun
Anggaran 2022 sebesar Rp6.714.627.4O5,OO Lain-lain
Pendapatan Daerah Yang Sah-(LO) tersebut terdiri dari:
1) Pendapatan Hibah-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar

Rp7.31 a 57O.997,OO mensalanri peningkatan sebesar
Rp825.975.232,00 atali setara dengan 12,72oh dari
Pendapatan Hibah-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp6.492.595.765,00 dan lebih tinggi 7,O9o/o dibanding
dengan Pendapatan Hibah-(LRA) yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2023
tenterrs Penihahan Anggaran Perrdanatan Relanja Daerah
Tahun Anggaran 2023;

2\ Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-undaagan-(LO) Tahun Anggar an 2023 sebesar
Rp53.490.198,00 mengalami penurunan sebesar
Rp 168.534.442,00 atau setara dengan 75,gOVo dari Lain-
lain Pendapatan sesua: der:gan Ketentuan Peratu ran
Perundang-undangan-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp. 222.O2a.640,00. Lain-lain Pendapatan sesuai dengarr
Ketentuan Peraturarr Perundang-undangan-(LRA) tidak
dianggarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji
Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan Relanja Daerah Tahun Anssaran 2023.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan
Operasional, masih terdapat jenis Pendapatan-(Lo) yang
rnerupakan hak Pemerintah Kabupaten Mesuji Tahun
Anggaran 2023 yang belum masuk ke Kas Daerah dan menjadi
Piutang pada Neraca Tahun 2023.
Oleh karena itr-l, Pemerintah Daerah menjatlikan Laporan
Operasional-(LO) dimaksud sebagp-i salah satu dokumen dalam
mempertimbangkan penetapan besaran target Pendapatan
Daerah, dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Tahurr Anggaran berikutnya.

III. EVALUASI LEGALITAS

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan
Bupati inasih terdapat teknik penl'usunan produk hukum daerah (legal
drafting) yang perlu disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang
I'{omor 12 Tahun 20 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Peru.ndang-
Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
lJnd a ng-Llnd an g Nomor 13 Tahr.rn 2022, vaitt:
A. Rancangan Peraturan Da:rah

1. Diktum Menimbang diubah menjadi :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan
Daerah sebagaimana telah drubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Unciang Nomor 6 'l'ahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang
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Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang_
Undang Bupati menyarnpaikan Rancangan peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Da.erah kepada Dewan perwakilan
Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah
diperiksa oieh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6
(enam) buian setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbarrgau sebagaimana dimaksud
dalam huruf a diatas, perlu menetapkan peraturan Daerah
tentang Pertanggungjavraban Pelaksanaan Arggaran
Pendaoatan dan Relania Daerah Tahrre Anssaran 2023;.

2. Diktum Mengingat :

a. Angka 6 diubah menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun
20 14 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O14 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaima.na telah diubah beberapa
kali terakhir dengan llndans-ilndans Nomor 3 Tahtn 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 20 14 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tarribahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6914).

b. Angka 39 diubah merljadi Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor O50-5889 Tahun 2021 tentrns Hasil Verifikasi,
Va,lidasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.i.15.5-1317
Tahun 2023.

c Angka I O dan angka 2O dihapus.
d. Angka 40 dan angka 41 agar dilengkapi dengan lembar

pengundangannya, penulisan lembar pengundangan
Peraturan Daerah agar dicantumkan secara lengkap sampai
dengan 'fambahan Lembaran Daerah, mengingat setiap
Peraturan Daerah harus diberi penjelasan sesuai ketentuan
angka 171 Lamoiran II Ilndans-IIndang Nomor 12 'lah::r,
20ll tentarrg Pembentukan Peraturan Perundang
sebagaimana telah beberapa kaii diubah terakhir dengan
Undan.g-Undang Nomor 13 Tah.un 2022.

e. Tambahkan:
1) Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Anggaran

Pendaoatan dan Belanja Daerah Tahrrn Anssaran 2023.
2) Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
3. Batang tubuh, Pasal 12 disempurnakan menjadi:

Pasal 12

Peraturan daerah ini muiai berlaku pada tanggal diundangkan.
Asar setiap orang mengetahr:inya, mernerintahakan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji.
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4. Lampiran :

a. Penulisan lampiran pada pojok kanan atas halaman pertama
diubah menjadi :

LAMPIRAN...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI
NOMOR..,...TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUI{GJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2023
Lampiran selaniutnya menvesuaikan.

b. Lampiran I.3 pada kolom Keterangan diubah menjadi Dasar
Hukum.

c. Lampiran I.4 pada kolom Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan diubah menjadi Uraian Urusan, Organisasi,
Program Kegiatan dan Sub Kegiatan.

d. Larmpiran II. Lampiran III. Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran
VI, Lampiran VIII, Lampiran XIV dan Lampiran XVII format
kolom agar disesuaikan dengan Surat Menteri Dalam Negeri
Nomor 900.1.15.1 /77961 Keuda tanggal 30 April 2024 Hal
Peny,usunan dan Evaluasi Rancangan Peratura.n Daerah
tentang Pertanggungjau'aban Pelaksanaan Anggaran
Pendanetan dan Belania Daerah Tahrrn Anssaran 2023 dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjalvaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Beianja Daerah Tahun Anggaran 2023.

e. Lampiran VII, Lcmbar Catatan Atas Laporan Keuangan :

Landasan hukum pada CALK agar disesuaikan dengan
l:oreksi nada dikhrm menginoat Rancangan Peratr;ran l)aerah
dan penulisan dasar hukurn agar ditulis lengkap sampai
dengan lembar pengundangannya sesuai ketentuan
ketentuan angka 174 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
I]ndan g-i Inda ng Nomor 13 'fah::n 202.2.

f. Lampiran XII dan Lampiran XV pada kolom Uraian diubah
menjadi SKPD.

g. Lampiran XIX judul diubah menjadi:
DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN
SAMPAI AKHIR TA2O23 DAN DIANGGARKAN KEMBALI

DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA
Format kolom agar disesuaikan dengan Surat Menteri Dalam
Negeri Nomor 9OO.1.15.1 17796/Keuda tanggal 30 April 2024
Hal Penyrrsunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan
Rancansan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
PertarrggungjawaLran Pelaksanaan Anggaral Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
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B. RANCANGAN PERATURC.N BUPATI
1. Konsideran menimbang diubah menjadi :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 peraturan
Daerah Nomor ... Tahun 2024 tentang pertanggungiawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah Tahun
Anggaran 2023, perlu meiletapkan Peraturan Bupati tentallg
Penjabaran Pertanggungjau,aban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggar an 2023 sebagai
rincian lebih lanjut dari pertanggung'awaban pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023;.

2. Konsideran mengingat disesuaikan dengan koreksi pada
rancangan peraturan daerah dan tambahkan Peraturan Daerah
Kabupaten Mesuji Nomor Tahun 2024 tentang
Pertanggungjawaban Pelai<sanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggararr 2023.

3. Larnniran :

a. Penulisan lampiran pada pojok kanan atas haiaman pertama
diubah menjadi:
LAMPIRAN....
PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR......TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023
Lampiran selanjutnya menyesuaikan.

b. Lampiran I.1, judul lampiran Ciubah menjadi :

PEN.]ABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB

KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN
OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,

BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
Pada kolom, tambahkan kolom (Keterangan) sesuai Lampiran
Surat Menferi Dalam Neseri Nomor gOO.l .1.5.1 l7796lKeuda
tanggal 3C April 2023 Hal Penyusunan dan Evaluasi
Rancangaa Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Ar.ggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 cian Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendanatan dan Relanja Daerah Tahun Anggaran
2023.

IV. EVALUASI RANCANGAN PERATUR.ITN DAERAH DENGAN TEMUAN
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHPI BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN (BPKI
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PI. GUB G

UDIN

1. Terdapat kesesuaian antara Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggunglawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 dalr Rancangan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belan-ia Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan
temuan LHP-BPK Nomor 388 / LHP/ XVIII.BLP I O 5 I 2O2 4.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten
Mesuji agar terus mempertahankan konsistensi antara Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dengan temuan LHP-BPK Nomor
38B / LHP/X\flII.BLP I Os I 2024.

2. Terdapat rekomendasi dalam temuan LHP-BPK Nomor
388/ LHP/XVIILBLP I OS I 2024 yang belum sesuai/ selesai yaitu dari
tahun 2011-2023 sebanyak 160 (seratus enam puluh) rekomendasi
dan 4 (empat) rekmondasi yang belum ditindaklanjuti.

Terhadap temuan LHP-BPK yang belum sesuai/selesai
ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Mesuji agar segera
menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


